SEKOLAH GRATIS
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Abstract

Ad free school heavily promoted by the Education Minister Bambang Sudibya, was limited to’
meet the 9-year Compulsory Basic Education which is limited to elementary and Junior High

School exc?t SBI / RSBL. Wiy is free, what is the free, and then who should bear the cost of

education. Free school without picking up the unit cost of education and administration costs and |

or management of education. But the personal cost learners must remain covered by the learner. Free

school movement is one of the renewal of basic education benefits can be felt by the public mainly

weak economic community.
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A. PENDAHULUAN

Makalah berjudul Sekolah Gratis dipilih
sebagai salah satu judul dalam bukti inovasi
kependidikan pada jenjang pendidikan dasar,
yang menekankan pada aspek pembiayaan.
Dalam makalah ini akan ditinjau karakteristik
inovasi dari tingkat kebermanfaatannya,
komtabilitas, kompleksitas, triabilitas, dan
observabilitasnya. Disamping itu juga akan
diketengahkan bagaimana proses difusi
inovasi dalam pendidikan dasar, siapa yang
berperan sebagai pemimpin opini atau
opinion leader, dan sejauhmana peran
opinion leader dalam proses difusi dimaksud,
serta bagaimana kecepatan adopsi sistem
sosial pendidikan terkait dengan inovasi
dimaksud.

. APA DAN MENGAPA SEKOLAH
GRATIS

1. Istilah Sekolah Gratis

Istilah Sekolah Gratis muncul
pada tahun 2008 dengan PP nomer
48/2008 tentang pendanaan pendidikan,
yang intinya bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya program wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya. Iklan Sekolah
Gratis ada dimana-mana; di televisi,
koran, majalah, spanduk, dan lain-lain;
Bahkan secara langsung Mendiknas

Bambang Sudibya beriklan Sekolah
Gratis”. Kata gratis disini bermakna
tanpa dipungut biaya. Apakah yang
dimaksud gratis betlaku untuk semua
sekolah, ataukah hanya SD dan SMP
Negeri saja. Ya ternyata hanya SD dan
SMP Negeri kecuali SBI /RSBI

. Mengapa Sekolah Harus Gratis?

Hal ini terkait dengan beberapa
peraturan perundangan, tuntutan dan
kepentingan, di antaranya
a. Amanat UUD 1945, bahwa setiap

warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya. (UUD 1945

pasal 31, ayat 2: perubahan ke

empat),

b. Amanat UU nomer 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut
biaya. (UU no. 20/2003, pasal 34,
ayat 2).

c. PP no 48/2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, bahwa Pemerintah
dan Pemerinah Daerah menjamin
terselenggaranya  program  wajib
belajar minimal pada  jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut
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biaya. Biaya pendidikan meliputi
(1) biaya satuan pendidikan, (2)
biaya penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan, dan (3)
biaya pribadi peserta didik. Adapun
biaya satuan pendidikan sebagaimana
pada ayat 1 biaya satuian pendidikan
terdiri atas (a) biaya investasi, yang
terdiri atas biaya investasi lahan
pendidikan dan biaya investasi selain
lahan pendidikan, (b) biaya operasi,
yang terdiri atas biaya personalia, dan
biaya non personalia, (c) bantuan
biaya pendidikan, dan (d) beasiswa.
Sedangkan biaya penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan
sebagaimna dimaksud meliput (a)
biaya investasi yang terdiri atas biaya
investasi lahan pendidikan, dan biaya
investasi selain lahan pendidikan, (b)
biaya operasi yang terdiri atas biaya
personalia dan biaya non personalia
(PP no 48/2008 pasal 3)

d. Inpres no. 5/2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9 tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara , bahwa pembiayaan
dibebankan pada APBD dan sumber
lain yang tidak mengikat.

e. Deklarasi Dakar tentang MDGs
(Millenium Development Goals),
menargetkan  selambat-lambatnya
pada 2015 seluruh negara anggota
PBB telah menuntaskan wajib belajar
pendidikan dasar.

C. BIAYA SEKOLAH GRATIS TANG-
GUNG JAWAB SIAPA

1. Biaya Pendidikan Sekolah Tetap Ada

Guna keberlangsungan  kegiatan
pendidikan, lembaga pendidikan formal
atau sekolah memerlukan biaya. Secara
garis besar biaya pendidikan meliputi
tiga kategori, yakni (1) biaya satuan
pendidikan, (2) biaya penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan, dan
(3) biaya pribadi peserta didik. (PP no
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48/2008 pasal 3). Nah sekolah gratis
bermakna tidak memungut biaya. Yang
menjadi persoalan apakah seluruh biaya
digratiskan, ternyata yang digratiskan
adalah biaya satuan pendidikan, dan biaya
penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan
biaya pribadi harus ditanggung sendiri

oleh siswa.

. Tanggung Jawab Siapakah Biaya Pendi-

dikan tsb.

Mentri Pendidikan =~ Nasional
Bambang Sudibyo mengatakan bahwa
Sekjolah Gratis adalah versi pemerintah.
Artinya pemerintah tidak memungut
biaya satuan pendidikan dan biaya
penyelenggaraan pendidikan. Sebab
kalau semua gratis, pemerintah harus
menanggung uang saku, beli sepatu,
uang jajan siswa. (Suara Merdeka: 25
Mei 2009). Dari sana dapat dimengerti
bahwa istilah gratis bukan berarti bebas
segalanya, namun orang tua harus
masih menanggung biaya. Dengan kata
lain bahwa yang menanggung biaya
pendidikan dasar SD SMP adalah:

a. Biaya pribadi harus ditanggung
peserta didik atau orang tua murid
atau wali murid.

b. Biaya satuan pendidikan, dan
biaya penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan  pendidikan menjadi
tanggung  jawab  pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat;
Dengan kewajiban bagi pemerintah
dan pemerintah daerah untuk
menganggarkan pada APBN/APBD
20% untuk biaya pendidikan.

Padahal seharusnya sesuai bunyi
UU 1no.20/2003 Pemerintah dan
Pemerintah wajib menanggung biaya
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
SD SMP tanpa perkecualian baik negeri
maupun swasta, baik biaya satuan, biaya
penyelenggaraan, dan biaya pribadi.
Artinya siapapun yang menjadi pejabat
pemerintah dan pemerintah daerah,
siapapun pemerintahnya perlu memiliki
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kemauan politik, memiliki spirit untuk
benar-benar membebaskan pendidikan
dasar 9 tahun, dan akan lebih baik
jika dapat membebaskan pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi.

Lalu dari mana sumber biaya wajar
dikdas 9 tahun, sesuai PP no 48/2008
tentang Pendanaan Pendidikan bahwa
biaya pendidikan dapat berasal dari (1)
pemerintah, (2) pemerintah daerah, baik
provinsi maupun kota/ kabupaten, (3)
swasta dan dunia usaha dunia industri,
(4) orang tua yang mau dan mampu
tanpa ikatan apapun, (5) badan amal
shadakah, dan (6) pendapatan lain yang
syah.

. Bagaimana jika ada peserta didik yang

orang tuanya/ walinya tak mampu untuk
biaya pribadi. Hal ini hingga kini belum
ada jawaban secara pasti.

. Berdasar Penjelasan PP no 38/2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Bidang Pendidikan sub Pembiayaan,
adalah :

a. Pemerintah :

1). Penetapan pedoman pembiayaan
pendidikan anak usia dini, pen-
didikan dasar, pendidikan mene-
ngah, pendidikan tinggi, pendidi-
kan non formal, pendidikan khu-
sus, dan pendidikan layanan khu-
sus.

2). Penyediaan biaya dan subsidi pe-
nyelenggaraan pendidikan tinggi.

3). Penyelenggaraan subsidi biaya
pendidikan anak wusia dini,
pendidikan  dasar, pendidikan
menengah, pendidikan khusus,
dan pendidikan layanan khusus,

b. Pemerintah Daerah Provinsi :

1). Penyediaan biaya penyelenggaraan
pendidikan menengah, pendidi-
kan khusus, dan pendidikan laya-
nan khusus.

2). Pemberian bantuan biaya penye-
lengaraan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pen-

didikan non formal.

3). Pemberian bantuan pembiayaan
penyelenggaraan perguruan ting-
gi.

c. Pemerintah Daerah Kota/
Kabupaten: Menyediakan biaya
penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan non formal.

D. KARAKTERISTIK INOVASI SEKO-
LAH GRATIS

Inovasi sekolah gratis dapat ditunjukkan
dari tingkat (1) kebermanfaatan atau relative
advantage, (2) diterimanya atau comtability,
(3 kekomplekan atau complexity, (4)
ketercobaan atau trialibility, dan (4)
keteramatan hasil inovasi atau observability.

1. Tingkat Kebermanfaatan Inovasi Seko-
lah Gratis

Kebermanfaat sekolah gratis adalah
sangat dirasakan utamanya masyarakat
ekonomi  menengah ke  bawah,
sehingga memiliki dampak positif pada
kesempatan memperoleh pendidikan
dasar bagi semua orang Atau dengan
kata lain ikut mensukseskan program
pendidikan untuk semua atau educational
for all.

Manfaat bagi sekolah adalah
peningkatan jumlah bantuan operasional
siswa (BOS), beaya operasional satuan
pendidikan ~ (BOSP),dan  bantuan
lainnya; Sehingga walau siswa gratis
tidak menjadi persoalan yang berat, dan
kegiatan pendidikan berjalan.

Namun demikian muncul beberapa
keluhan dari pengelola sekolah jika
sekolah negeri tak menarik dana dari
murid sama sekali maka peningkatan
mutu akan mengalami hambatan.
Disinilah diperlukan kreativitas Kepala
sekolah dan Komite Sekolah untuk
menggali dana lain yang syah, misalnya
dari Dunia usaha dan dunia industri,
membuka usaha semisal toko, koperasi,
sumbangan tak mengikat, dll.
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2. Tingkat Komtabilitas Inovasi Sekolah

Gratis

Tingkat komtabilitas atau penerimaan
dari masyarakat utamanaya dari siswa
dan orang tua siswa jelas menerima
dengan senang hati utamanya dikalangan
masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Namun bagi sekolah utamanya sekolah
swasta, dengan gerakan sekolah gratis
menjadi tantangan tersendiri; Kecuali
sekolah swasta papan atas walau siswa
atau orangtua siswa harus membayar
uang sekolah lebih tinggi tidak menjadi
persoalan serius, sepanjang harapan orang
tua akan kemajuan siswa terpenuhi; Sebut
saja sebagai contoh adalah SMA TN
Magelang diantara nya rela menyumbang
lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) pada awal penerimaan
siswa baru. Mereka rela dikenai SPP dan
kebutuah lain sebesar Rp 2.000.000,- (dua
juta rupiah) setiap bulannya. Sekolah lain
misalnya SD Al Ahzar Jakarta, SMP Al
Ahzar Jakarta, SMP Loyalo, dIL

Hal ini sekaligus sebagai tantangan
bagi Pemerintah Daerah untuk berlomba
meningkatkan mutu pendidikan dasar,
dan bahkan di Kabupaten Jembrana Bali
telah berani menyelenggarakan Sekolah
Gratis hingga pendidikan Menengah.
Tentu saja Kota dan Kabupaten lain
yang memiliki pendapatan daerah tinggi
seperti Bontang, Bangka Blitung, Aceh
dll. Berani meniru Jembrana.

. Tingkat Kompleksitas Inovasi Sekolah
Gratis

Kebijakan inovasi ini tentu harus
dilkuti manajemen pembiayaan yang
lebih matang, sesuai dengan aturan
sekolah gratis. Sekolah dan Komite
Sekolah harus juga kreatif untuk
menggali sumber dana lain yang syah.
Berbagai bantuan seperd SSB, BOS,
BOSP, dan bantuan lainnya, baik dari
pemerintah pusat, daerah provinsi, kota/
kabupaten, masyarakat, dudi, usaha yang
syah dan bantuan lain yang tak mengikat
harus dikelola secara transfaran, dapat
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dipertanggung jawabkan pada berbagai
fihak pula. Inilah salah satu bentuk
kompleksitas inovasi sekoklah gratis.

. Tingkat Ketercobaan Inovasi Sekolah

Gratis

Tahun 2008 dan 2009 merupakan
tahun evaluasi bagaimana ketercobaan
Sekolah Gratis. Dari lapangan telah
muncul berbagai pro kontra akan sekolah
gratis. Walau Mendiknas berkampanye
dengan gerakan sekolah gratis melalui
berbagai cara dan media, namun ada
pula yang pro dan kontra. Diantaranya
disuarakan oleh Gubernur Jawa Tengah
Bibit Waluyo bahwa sekolah gratis tidak
mungkin, sebab kalau mau maju ya
harus perlu biaya yang harus di bayar.
Orang Jawa bilang ”Jer basuki mawa
bea” artinya Demi kebaikan perlu dana.

Namun satu hal yang perlu diingat
bahwa banyak pendidikan kedinasan
seperti Akmil, Akpol, AAU, AAL,STAN,
STIS, IIN, AKSARA, dll. Gratis. Artinya
siswa tidak dipungut biaya sama sekali;
Sudah barang tentu ada sumber dana
yang menopangnya. Kiranya perlu pula
ditiru bagi Pemerintah Kota/Kabupaten
untuk menyelenggerakan satu SD, SMP,
SMA gratis bagi yang cerdas sebagaimana
awal mulanya SMA TN Magelang yang
menerima siswa pilihan secara gratis,
dan lulusannya benar-benar unggul dan
diperhitungkan baik perguruan tinggi
dalam maupun luar negeri.

Tingkat Observabilitas Inovasi Sekolah
Gratis

Hasil inovasi sekolah gratis dapat
secara mudah diamati dan dirasakan. Di
sekolah misalnya, kalau pada saat siswa
masih harus membayar SPP, atau uang
sekolah lainnya tentu ada anak yang
terlambat membayar, dan bahkan banyak
siswa yang pusing karena menjelang ujian
semester belum melunasi SPP atau uang
sekolah, namun hal seperti itu sekarang
tidak akan terjadi di sekolah negeri karena
siswa gratis. Demikian pula sangat tampak
perbedaannya antara mahasiswa Akmil dan
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sekolah kedinasan lainnya tak dipusingkan
dengan bea sekolah, jika dibandingkan
dengan mahasiswa pada perguruan tinggi
lain yang harus masih membayar SPP.

Persoalan yang muncul adalah dari
mana sumber dana harus digali jika
pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi harus menggratiskan bagi para
peserta didiknya.

E. PROSESINOVASI, PERAN OPINION
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LEADER, DAN KECEPATAN ADOPSI
INOVASI SEKOLAH GRATIS

1. Proses Difusi Inovasi Sekolah Gratis

Proses difusi inovasi sekolah
gratis wajar dikdas 9 tahun melalui
proses yang cukup panjang Di tataran
global internasional terdapat beberapa
deklarasi dan atau kesepakatan bersama
diantaranya :

a. Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Asasi Manusia 1948 di San
Fransisco.

b. Deklarasi Jomten Thailand tentang
Educational For All (EFA) 1990.

c. Deklarasi Salamanca 1994 tentang
penuntasan EFA.

d. Deklarasi Dakar Sinegal 2000 tentang
MDGs (Millenium Development
Goals) yang mrngharuskan seluruh
anggota PBB untuk menuntaskan
pendidikandasarselambat-lambatnya
2015..

DiIndonesia muncul beberapa event,
deklarasi, dan peraturan diantaranya :

a. Pencanangan wajib belajar pen-
didikan dasar 6 tahun (SD atau yang
sederajat) oleh Presiden RI Soeharto
pada tahunn1984

b. Muncul UU no 2/1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional juga
mngamatkan perihal yang sama.

c. Pada tahun 1994 Presiden Soeharto
mencanangkan wajib belajar pen-
didikan dasar 9 tahun (SD plus SMP
atau yang sederajat).

d. Muncul UU no 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, juga

mengamanatkan wajar dikdas 9 tahun
(SD plus SMP atau yang sederajat).

e. Muncul PP 48/2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, dan sering
disebut Sekolah Gratis.

f. Keluar SE Mendagri no. 903/2706/
SJ tentang Pendanaan Pendidikan
dalam APBD tahun 2009. dinyatakan
bahwa anggaran fungsi pendidikan
sekurang-kurangnya 20 % dari
Belanja Negara dan 20 % Belanja
Daerah. Alokasi belanja fungsi
pendidikan terdiri dari : (1) Belanja
langsung pada Dinas Pendidikan
(non Belanja pendidikan kedinasan),
dan (2) Belanja tidak langsung
meliputi gaji, bantuan keuangan,
hibah, dan bansos.

2. Peran Opinion Leader

Opinion leader atau pemimpin
opini dalam inovasi sekolah gratis
adalah Mendiknas, yang secara getol
mempromosikan adanya sekolah gratis.
Lepas ada tidaknya muatan politik, yang
jelas Mendiknas memiliki pengaruh
dalam pensuksesan gerakan sekolah
gratis. Artinya jajaran diknas dibawahnya
tak satupun yang menolak. Akibatnya
program ini berjalan lancar.

. Kecepatan Adopsi Inovasi

Kecepatanadopsiinovasisekolah gratis
dengan serentak betjalan pada seluruh
SD dan SMP negeri. Artinya memiliki
kecepatan luar biasa, dengan perintah,
dan aturan tentu diikut SSB, BOS, BOSP,
dan bantuan lainnya, sehingga perjalanan
sekolah gratis reladf cepat.

Demikian sekilas tentang Sekolah
Gratis, yang merupakan salah satu inovasi
pendidikan dasar di Indonesia, sekaligus
sebagai satu langkah menuju mendekati
arah wujud tanggung jawab pemerintah
dan pemerintah daerah dalam upaya
mencerdaskan bangasa, sebagai wujud
tanggung jawab pemerintah dannegara
terhadap tumpah darah dan warga negara
Indonesia. Semoga memacu diskusi dan
pandangan pro kontra lebih jauh.
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